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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharannya tata tertib,
suasana kerja dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna
mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi
kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengaturan
Hari dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

b.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam
Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil
Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
perlu dilakukan perubahan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun
2019 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan,

Mengingat...
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan...
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6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari
Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor
17 Tahun 2019 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019
Nomor 17) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 5 (lima) hari,
yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.

(2) Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga
puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.

(3) Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 —
15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 12.30 WIB; dan

b. hari Jumat, pukul 06.30 - 15.00 WIB, Istirahat
pukul 11.30 - 12.30 WIB.

(4) Setiap...
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(4) Setiap Pegawai ASN sebelum melaksanakan jam kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib
mengikuti Apel pada hari Senin pagi.

(5) Setiap hari Jumat diselenggarakan Krida Olahraga/
Senam Kesegaran Jasmani yang dilaksanakan pada

pukul 06.30 WIB.

2. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4A
Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) dikenai sanksi sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 17 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 21
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